PEMERINTAH KA'BUPATEN-JOMQ‘ANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR. 11 TAHUN 2009 :

. TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA' DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2008' e

" DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan‘ 184 ayat (1) Undang-
' Undang Nomor 32 Tahun' 2004- tentang " Pemerintahan - Daerah
sebagaimana. telah diubah:dengan Undarig-Undang Nomor 12 Tahun
2008, maka dipandang:pefli menetapkan: Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban ‘Peldksanaan Anggaran Pendapatan ~dan-

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008; s

Mengingat 1 Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan-
Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur;

2. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaraii. Negara Nomor 3312)
sebaga:mana telah diubah dengan: Undang Undang ‘Nomor 12 |
Tahun 1294 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 .

Nomor 62, Tambahan:Lembaran.Negara Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah-

. dan Retribusi. Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor’ 41 ‘Tambahan_ Lembaran Negara Nomor -
3685) ‘sebagaimana’ ‘telah " diubah’ dengan Undang-Undang.

: Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran. Negara Republik Indonesia

: R _ Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor :
: ' ' 4048); - '

' - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan

: Hak Atas Tanah:dan Bangunan ‘(Lembaran Negara Republik
3 ' ' Indonesia Tahun 1997.Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
indonesia - Tahun: 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3688);: :

5 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara  yang® Bersih dan. Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran. Negara Repubhk Indonesia Tahun 1999
Nomor .75, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia
Nomor 3851)

|

A




16.

| Undang;Undang ‘

“Nomor 17 _Tahun_ 2003 tentang Keuangan ~
Negara (LembaranNegara ' Republik . Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran ‘Negara Republik indonesia

Nomor 4286), -~ = = R ' ' '
Undang-Undang Nomor.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran ‘Negara Republik - Indonesia Tahun™ 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);, = o T

Undang-Undang Nomar 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan: (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004:Nomor'53; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia N_Qmor 4389), . - - o
Undang-Undang Nomor 15: Tahun. 2004 tentang Pemeriksaan

. Pengelolaan  dan" Tanggung Jawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara-Repub!ik?1nd0nes'_ia'Tahun_2004 Nomeor 66,
Tambahan Lembarah'Neg;ai’a:'Repu'b'Iik:lndonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nonor. 25 Tahun - 2004 tentang Sistem -
Perencanaan - Pembangunan: . Nasional (Lembaran - Negara
Republik Indonesia. Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); -

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 -
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia -
Nomor 4437) sebagaimana telah _diubah dengan Undang-
Undang Nomodr 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4844); - _ ,

Undang-Undang Nomor 33 ‘Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan- antara: Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lemﬁbaran-Negara ‘Republik Indonesia Nomor 4438); 7
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran ‘Negara Republik Indonesia Tahun 2001 -

. Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
- Nomor 4138); _ 7 R
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4139); . o - e , '
Peraturan Pemerintah Nomor 24. Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara _
Republik indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); '
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
L.embaran Negara Republik Indoriesia Nomor 4502):
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Peraturan Pemerintati -No'mo'r:24-Téhlﬁn 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia - |

Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503); o :

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan -
Keuangan kepada' Partai Politik- (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4513); '

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik ‘Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574); ‘ L

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575); :

Peraturan Pemerintah- Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun. 2005 Nomcr 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576): -

Peraturan Pemerintah . Nomor 57 Tahun 2005 téntang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran’-Nega{a Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan  Pemerintah - Nomor:-58:. Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan' Daerahz(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun  2005° Nomor+ 140, - Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); '

Peraturan Pemerintah-Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan’'~Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuh 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahust 2005 tentang Pedoman’
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran :Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia
Nomor 4593);. . i R '
Peraturan Pemerintah -Nomor 8 Tahur' 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2006 - Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor -39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Dagrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738): '

Peraturan Menteri dalam Negeri: Nomor 13 Tahun 2006 tentang .

Pedoman . Pengelolaan. keuangan Daerah sebagaiama telah
diubah dengan’ Peraturan Menteri. dalam Negeri Nomor 59

Tahun 2007: = = .

Peraturan Daerah K.a'bupaten.'Jo_rnb'aﬁ'g‘Nomor'15 Tahun 2006
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; '




Menetapkan

L R L

30. Peraturan Daerah Kab'u'pate:ﬁ'_'fmebang Nomor 1 Tahun 2008

tentang ‘Anggaran ‘Pendapatan dan Belanja Daerah Taihun
Anggaran 2008 “sebagaima telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2008.

Dengan Persetu;uan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

dan . :
" BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN: =

. PERATURAN DAERAH ~KABUPATEN ° JOMBANG TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN ~ PELAKSANAAN .  ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008,

(1)

(2)

e

.- Pasal 1
Pertanggungjawaban-! pelaksanaan -APBD berupa Laporan
Keuangan memuat: S .
a. Laporan realisasi: Anggaran
h. Neraca;

c. Laporan Arus Kas dan.
d. Catatan Atas Laporan Keuangan

l.aporan Keuangan ‘sebagaimana dlfhéksud ayat (1) dilampiri
dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan
Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. .

Pasal 2

Laporan realisasi Anggaran sebagalmana dlmaksud Pasal 1 huruf a
Tahun Anggaran 2008 sebagai berikut: '

a.
b.

Pendapatan Rp. 808.379.708. 662 45 .

Belanja . Rp. 835.844.210.095,41;

Surplus/Defisit R ~:Rp.  (27.464.501.432,96)

Pembiayaan: ooy e

- Penerimaan  Rp.166.183.598.818, 59‘"

- Pengeluaran  Rp.10.009. 952 603,46 .. _ :

Pembiayaan netto - : “Rp, _156.173.646.21513

Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA)Rp 128.709.144.782,17
Pasal 3. '

Uraian Laporan realtsasn Anggaran sebagalmana dimaksud Pasal 2
sebagai berikut: :

1.

Selisih  Anggaran dengan | realisasi Pendapatan ‘ séjumlah
Rp.36.600.554.419,04 dengan rincinan sebagai berikut: '

a. Anggaran pendapatan setelah perubahanRp. 771.779.154.243 41 |

b. Realisasi , X ' - Rp. 808.379.708.662.45

Selisih Iebih/(kurahg) | ' Rp. 36.600.554.419,04




PEMERINTAH KABUPATEN .JOMBANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2008 -

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

Menimbang © bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004. tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 o

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang. Pembentukan
: o Daerah-daerah Kabupaten Dalam ngl'ungan Propm5| Jawa
) _ _ Timur;
2. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik ‘Indonesia Tahun 1985
~Nomor 68, Tambahan Lembaran: Negara Nomor 3312)
sebagalmana telah diubah dengan Urﬁ:iang Undang Nomor 12
Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran’ Negara Nomor 3569),

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan :Lembaran Negara ‘Nomor
3685) sebagaimana telah' diubah :dengan WUndang-Undang
Nomor -34 Tahun 2000 {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor
4048),

4.  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan

' Hak Atas Tanah dan Bangunan. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3685) sebagaimana telah :diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2000 {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3688),

5. Undang-Undang Nomer 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas ‘dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851)




———~
o

p"l

~deng ' - Belanja
Rp.89.162.790.7186, 59 dengan rincinan sebagal berikut:

a. Anggaran belanja setefah perubéhan Rp 925.007. 000 812 00
D, Reahsan ' S -eRp 835.844.210.095 41 _
~ Selisih ieblh/(kurang) o .Rp.--(89.162.790.716,59) :

s ]um éh -

Selisih Anggara_n dengan realrsaS| Surpius/DefiSit se_jumlah_
Rp.125.763.345.135,63 dengan rincinan’ sebagai berikut:

a. Defisit setelah perubahan " Rp. (153.227.846.568,59)
b. Realisasi (surplus/defisit) = Rp. (27.464.501.432,96)

Selisih lebih/(kurang) " Rp. 125.763.345.135,63
Selisin - Anggaran dengan -realisasi Penerimaan pembiayaan

-sejumiah Rp. 36.975.750,00 dengan rincinan sebagal berikut:

a. Anggaran penerlmaan pembiayaan _ _
setelah perubahan L --'Rp 166.220.574.568,59

b) realisasi , .. i - .Rp 166.183.598.818, 59
selisih lebih/(kurang) - - "~ Rp. (36.975. 750,00)

Selisih  Anggaran d'engéh'” realisasi - P'énge!uaran pemblayaan
sejumlah Rp.2.982.775.396,54 dengan nncnnan sebagai berikut:

. 1) Anggaran pengeluaran pembtayaan

setelah perubahan e .'Rp, 12.992.728.000.00

2) realisasi - e o .. ... Rp._ 10.009.952.603,46 .
selisih leb:h/(kurang)- : . Rp. (2.982.775.396,54).

Selisih Anggaran- dengan realisasi Pembiayaan netto sejumlah
Rp.2.945.799.646,54 dengan rincinan sebagai ber:kut

1) Anggaran pemblayaan netto : - _
setefah perubahan ._ ‘Rp. 153.227.846.568,59
) realisasi - 'Rp._156.173,646.215,13
selisih lebih/(kurang) _ : Rp. 2.945.799. 646 54 -
Pasal 4

Neraca sebagarmana dimaksud Pasai 1 huruf b, per 31 Desember
Tahun 2008 sebagai beukut

a

Jumlah Aset ' : " Rp. 3.147.514.538.073,21

b. Jumlah Kewajiban - Rp. 6.245:581.303,97

c. Jumiah Ekuitas Dana - Rp. 3.141.268.95€.769,24




Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagafmana drmaksud ‘Pasal 1 huruf ¢ untuk tahun
yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2008 sebagal,
berikut: :

a. Saldo kas Awal per 1- Januarf 2008 .:_-":Rp. .168.320.574.568,59

b. Arus kas dari aktivitas operasi = . ;f_t:_-_'Rp. 115.346.221.181,46
c. Arus kas dari aktivitas investasi . . . PR : '

non keuangan . ‘Rp. (142.810.722.614,60)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan  “Rp.-  (3.146.928.353,46)
e. Arus kas dari aktivitas rion Anggaran -:Rp. 4.256.140.810,00

e. Saldo Kas akhir per 31 Desember 2008 Rp‘." . 132.965.285.592,17

Pasal 6

- Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d
Tahun Anggaran 2008 :memuat informasi baik secara kuantitatif
maupun kualitatif. atas pos-pos laporan keuangan yang secara rinci
tertuang didalam Lampiran- IV yang: ‘merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, -

 Pasal? .
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD'éébagaimana dimaksud pada

Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampwan ‘yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari-Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

a. Lampiranl Laporan realisasi anggaran; - :
Lampiran .1 : ngkasan laporan realisasi anggaran ‘menurut
urusan pemerintahan daerah dan organisasi; .
Lampiran 1.2 : Rincian laporan. realisasi anggaran . menurut .

wusan  pemerintahanh  daerah,  organisasi,
pendapatan belanja, dan pemblayaan

Lampiran .3 : Rekapatu!a& reatisasi.; ,anggaran belanja daerah
menurut urusan pemerintahan daerdh organisasi,

_ ‘ program; dan kegiatan; :

Lampiran [.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah
untuk keselarasan dan keterpaduan urusan
pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka
pengelolaan keuangan negara

Lampiran 1.5 Daftar piutang daerah;
* Lampiran 1.6 @ Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
. Lampiran1.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan
o ~ aset tetap daerah
Lampiran'.8 : Daftar realisasi . penambahan dan pengurangan

aset tetap ialnnya

Lampiran 1.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang vyang belum
- diselesaikan sampai-akhir tahun dan- dianggarkan
kembali dalam tahun anggaran berikutnya; '




Lampiran 110 - Daftar dana cadangan daerah: dan |
Lampiran 1.11: "Daftar pmjaman daegah dan obligasi daerah

b. Lampiran|l *Neraca .
o. Lampiran il . aporan arus kas :
d. LampiraniV - - Catatan atas laporan keuangan

Pasal 8 :

Lampiran laporan keuangan sebagalmana dimaksud datam Pasal 1 ayat
(2) terdiri dari : ‘ .

a. Laporan kinerja tercantum dalam Lamp:ran V yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

b. Ikhtisar laporan keuangan badan Usaha milik daerah/ perusahaan
daerah tercantum dalam Lampiran Vi yang merupakan baglan tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.’ :

Pasal 9 _
Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian
lebih lanjut darl - pertanggungjawaban -: pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2008, d!tetapkan dengan Peraturan Bupatl

_ o Pasal 10 .
Peraturan Daerah ini. mulai'berlaku pada tahggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang. _ ‘ ‘

Litéta_'pka_n di Jombang

Diundan hﬁtLdl Jombang
it 3auli 2009 o
IS DAERAH KABUPATEN
NG, -

ool BERAETARIAT
g‘-.‘ DAERAH
ERAN
\J‘M MUN KUSNAN, SH., M.Si,
*_ M Bembira Utama Muda
195304121979031015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2009 NOMOR 11/A
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